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ABSTRACT

Rapid rice-field conversion in fast-growing areas such as the Yogyakarta
International Airport (Y1A) corridor can threaten food security and intensify land-
use disputes when Protected Rice Fields (LSD) are not aligned with RDTR zoning
that is integrated into OSS licensing. This study maps the spatial distribution of
LSD-RDTR mismatches .

A census-based quantitative—spatial survey was conducted across 25
villages, using secondary data (LSD map, RDTR zoning map, population, and land
value zones) analyzed through GIS overlay (matched vs. mismatched area),
Average Nearest Neighbor (ANN) (distribution pattern), and multiple linear
regression (drivers).

Results show a total LSD area of 1,915.82 ha, with 455.26 ha (23.76%)
mismatching RDTR—highest in Temon (32.06%) and peaking in Kebonrejo
(78.41%), Sindutan (63.57%), Temon Kulon (60.80%), and Palihan (54.20%);
mismatches mostly overlap built-up zoning, notably High-Density Housing
(31.78%) and Road Infrastructure (11.21%). At the area scale, the pattern is broadly
random (NNR~1.1456) with subdistrict-level variation. The regression model is
significant (R?=0.525; p=0.001), indicating that a higher RDTR rice-field
proportion significantly reduces mismatches, while population is not significant and
land value shows a marginal positive tendency. Overall, LSD-RDTR mismatches
around YIA are substantial and closely linked to built-up zoning expansion; the
findings support strengthening agricultural zoning consistency, updating/verifying
LSD-RDTR spatial datasets to reduce permitting frictions, and future
multitemporal research incorporating accessibility and licensing dynamics.
Keywords: Protected rice fields (LSD); detailed spatial plan (RDTR); spatial
mismatch
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lahan pertanian, khususnya lahan sawah, memegang peran penting dalam
menjamin ketahanan pangan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir,
banyak wilayah di Indonesia mengalami perubahan konversi lahan pertanian
khususnya sawah menjadi penggunaan non-pertanian seperti permukiman, kawasan
industri, infrastruktur, dan fasilitas publik. Konversi ini tidak hanya mengurangi
luas lahan produksi, tetapi jJuga mengubah fungsi ekologis dan sosial (Irawan,2016).
Namun, keberlanjutan sawah kini terancam oleh konversi lahan menjadi non-
pertanian. Penelitian Mulyani dkk (2016) memperkirakan bahwa laju konversi
sawah mencapai 96.512 hektare per tahun. Jika tren ini berlanjut, luas sawah
Indonesia yang kini 8,1 juta hektare akan menyusut menjadi 5,1 juta hektare pada
2045. Tren tersebut diperparah dengan pertumbuhan penduduk dan tekanan
pembangunan, yang pada gilirannya menimbulkan ancaman serius terhadap
ketahanan pangan nasional.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu lumbung pangan
Jawa, tetapi juga termasuk wilayah dengan tingkat konversi sawah yang tinggi. Di
Kabupaten Bantul saja, antara 2010-2019 terjadi konversi sawah sebesar 639
hektare, dengan rata-rata konversi DI'Y mencapai 234 hektare per tahun (Ayub dkk.,
2022). Pembangunan infrastruktur besar seperti Yogyakarta International Airport
(YIA) di Kecamatan Temon, Kulon Progo, semakin memperkuat intensitas
perubahan alih fungsi lahan. Kehadiran bandara yang mulai beroperasi sejak 2020
mendorong munculnya kawasan ekonomi baru berbasis konsep aerotropolis
(Fatimah dan Rahayu, 2023). Keberadaan bandara strategis ini memicu
pertumbuhan ekonomi baru, didukung dengan infrastruktur jalan tol, jalur kereta
bandara, serta kawasan penunjang jasa dan perdagangan. Kabupaten Kulon Progo
memiliki luas wilayah 58.627,54 hektare (BPS Kulon Progo, 2025), hingga Kini
masih mengandalkan pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi. Data BPS
menunjukkan bahwa produksi padi sawah mencapai 188.186 ton pada tahun 2024,

meskipun menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan menurun akibat konversi
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lahan (BPS Kulon Progo, 2025) Alih fungsi lahan di Kulon Progo tidak dapat
dilepaskan dari keberadaan bandara, di mana wilayah Kapanewon Temon sebagai
lokasi Bandara YA sekaligus termasuk dalam lahan sawah produktif (Awati dkk.,
2024). Dengan demikian, kawasan di sekitar Bandara Yogyakarta International
Airport (Y1A) menjadi penting dikaji karena berada pada irisan antara kepentingan
perlindungan sawah dan percepatan pembangunan wilayah.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2023 sebagai lanjutan pembangunan Bandara Yogyakarta International
Airport (YIA). Aturan ini mengatur rencana tata ruang kawasan di sekitar bandara
untuk tahun 2023 sampai 2043. Penetapan RDTR ini merupakan instrumen
perencanaan spasial yang diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang,
menyelaraskan pengembangan kawasan, serta memastikan keterpaduan
pembangunan infrastruktur bandara dengan perkembangan wilayah sekitarnya
dalam horizon perencanaan jangka panjang. Secara administratif, cakupan RDTR
Kawasan Sekitar Bandara YIA 2023-2043 yang termasuk dalam kawasan ini
berada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Temon, Wates, Kokap, dan Pengasih.
Di Kecamatan Temon, desa yang tercakup meliputi Demen, Glagah, Jangkaran,
Janten, Kalidengen, Kaligintung, Karangwuluh, Kebonrejo, Kedundang, Kulur,
Palihan, Plumbon, Sindutan, Temon Kulon, dan Temon Wetan. Sementara itu, di
Kecamatan Wates terdapat Desa Karangwuni, Kuluwaru, Ngestiharjo, Sogan,
Triharjo, dan Wates. Untuk Kecamatan Kokap, desa yang termasuk yaitu
Hargomulyo dan Hargorejo, sedangkan di Kecamatan Pengasih mencakup Desa
Karangsari dan Tawangsari. Cakupan wilayah tersebut menunjukkan bahwa RDTR
tidak hanya berfokus pada area inti bandara, tetapi juga mencakup kawasan
penyangga yang berpotensi mengalami dinamika perubahan pemanfaatan ruang
akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, mobilitas, dan kebutuhan layanan
perkotaan di sekitar YIA.

Regulasi ini mengarahkan kawasan sekitar bandara sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi berbasis konsep aerotropolis dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Aerotropolis merupakan kawasan subregional dari wilayah

metropolitan yang perkembangan infrastruktur, pemanfaatan lahannya, serta
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aktivitas ekonominya berorientasi dan terpusat pada bandara (Adrian dan Pradoto,
2017) .RDTR juga terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha Online Single
Submission (OSS), sehingga ketentuan zonasi langsung berimplikasi pada
penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) maupun
izin usaha lainnya. Artinya, setiap kegiatan pembangunan atau investasi di wilayah
tersebut hanya dapat disetujui apabila sesuai dengan zonasi yang ditetapkan,
sehingga meningkatkan kepastian berusaha dan transparansi bagi investor. Namun,
integrasi ini juga menuntut akurasi peta serta sinkronisasi dengan peta Lahan Sawah
Dilindungi (LSD) agar tidak terjadi penerbitan izin di area yang seharusnya
dipertahankan sebagai sawah produktif. Dengan demikian, ketepatan RDTR baik
secara tematik maupun spasial menjadi kunci agar pertumbuhan kawasan bandara
dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Sebagai upaya perlindungan lahan pertanian, pemerintah menerbitkan
berbagai regulasi, mulai dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B hingga
Permentan No. 07/Permentan/Ot.140/2/2012 sebagai pedoman teknis penetapan
kawasan dan lahan PLP2B. Upaya ini diperkuat melalui Perpres No. 59 Tahun 2019
dan ditindaklanjuti dengan Kepmen ATR/Ka-BPN No. 1589/SK-HK.02/X11/2021
tentang penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di delapan provinsi,
termasuk DIY (Lidiya dkk., 2025). Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang
ditetapkan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka-
BPN tersebut mencapai 10.100,06 hektare. Di tingkat lokal, Kulon Progo
memperbarui kebijakan PLP2B melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024
yang merevisi Perbup 118/2016 dan 83/2021 tentang perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan. Meski regulasi sudah disusun, berbagai persoalan tetap
muncul. Diskusi Kelompok Forum yang diadakan Kemenko Perekonomian pada
2021 menegaskan pentingnya peta LSD sebagai dasar pengendalian alih fungsi
sawah, sekaligus mendorong pemerintah daerah mempercepat penerbitan perda
berbasis peta sawah (D. N. Sari dan Budhianti, 2022). Namun, implementasi di
lapangan masih menemui kendala, seperti perbedaan luasan LSD, penetapan LSD
pada zona non-pertanian, penggunaan lahan yang sudah berubah, hingga perbedaan

persepsi antarinstansi (Sutaryono, 2023). Hal ini semakin rumit karena sebagian
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LSD di kawasan sekitar Bandara YIA justru ditetapkan sebagai zona
pengembangan ekonomi. Dampaknya, harga lahan di sekitar bandara melonjak
drastis hingga 442,23% pada lahan fungsi perdagangan dan jasa, sementara sawah
yang jauh dari jalan arteri hanya naik 147,18% (Afdhal dan Dr. Andri Kurniawan,
S.Si., 2023). Penelitian Ariesta Dwi Puspita (2023) menemukan bahwa daya
dukung pertanian di kawasan sekitar bandara menurun signifikan, dari 10 desa yang
memenuhi syarat pada 2016, hanya tersisa 7 desa pada 2021. Sementara itu,
penelitian Jepri (2023) menunjukkan bahwa meskipun petani masih memiliki aset
penghidupan relatif tinggi, kerentanan tetap meningkat terutama terkait
kepemilikan lahan dan strategi pangan.

Kondisi ini semakin diperkuat dengan hasil rapat koordinasi yang dilakukan
Dispertaru Kulon Progo bersama Kantor Pertanahan pada Maret 2022. Hasil survei
menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara peta LSD dengan kondisi aktual.
Beberapa lokasi yang masih terdata sebagai LSD ternyata sudah beralih fungsi
menjadi permukiman atau kawasan penunjang bandara, sementara ada pula sawah
baru yang belum masuk dalam peta LSD (Pertarung, 2022). Ketidaksesuaian ini
berimplikasi langsung pada proses perizinan, sebab dokumen RDTR telah
terhubung dengan OSS, sehingga setiap ketidakakuratan peta berpotensi melahirkan
konflik hukum dan administrasi. Di Kabupaten Kulon Progo, muncul permasalahan
ketika sejumlah lahan yang berada pada lokasi strategis untuk investasi justru
ditetapkan sebagai LSD. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara peta LSD
dengan RDTR yang telah disusun pemerintah daerah. Akibatnya, banyak investor
mengeluhkan hambatan dalam merealisasikan rencana pembangunan karena status
lahan yang tidak sejalan dengan zonasi peruntukan dalam RDTR. Fenomena ini
menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
terkait penataan ruang serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (Radar
Jogja, 2025). Dengan demikian, ketidaksesuaian antara LSD dan RDTR di kawasan
sekitar YIA merupakan isu strategis. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek
penataan ruang, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan pangan, keadilan sosial
bagi petani, serta kepastian investasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting

dilakukan untuk memetakan secara rinci bentuk dan sebaran ketidaksesuaian
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tersebut, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.
Pemilihan kawasan sekitar YIA sebagai locus penelitian bukan tanpa alasan. YIA
merupakan infrastruktur strategis yang mendorong terbentuknya pusat
pertumbuhan baru di Kulon Progo. Pembangunan bandara ini tidak hanya
memengaruhi mobilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan
penggunaan lahan, pertumbuhan kawasan aerotropolis, serta kenaikan nilai lahan di
wilayah sekitarnya (Merdekawati dkk., 2021).

Secara ilmiah, ketidaksesuaian antara LSD dan RDTR penting dikaji
setidaknya karena tiga alasan. Pertama, ketidaksesuaian tersebut berpotensi
melemahkan efektivitas perlindungan lahan sawah di lokasi yang justru sedang
mengalami tekanan pembangunan tinggi, sehingga ancamannya terhadap ketahanan
pangan menjadi lebih nyata (Mulyani dkk., 2016). Kedua, ketidaksesuaian
mencerminkan belum solidnya integrasi antara kebijakan perlindungan sawah dan
kebijakan zonasi ruang, sehingga dapat dibaca sebagai persoalan governance tata
ruang dan kelembagaan lintas sektor (D. N. Sari dan Budhianti, 2022). Ketiga, pada
kawasan pertumbuhan cepat seperti sekitar YIA, ketidaksesuaian berpotensi
menimbulkan konflik kebijakan, inefisiensi perencanaan, dan hilangnya lahan
pangan pada lokasi yang bernilai ekonomi semakin tinggi (Graha dan Fikriyah,
2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis ketidaksesuaian antara peta Lahan Sawah
Dilindungi (LSD) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan sekitar
Bandara YIA, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya
ketidaksesuaian tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun penataan ruang yang lebih
sinkron, sekaligus mendukung keberlanjutan pangan dan pembangunan wilayah.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan
beberapa rumusan masalah sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang

dikaji. Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana pola persebaran ketidaksesuaian antara penetapan Lahan Sawah
Dilindungi (LSD) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan
Bandara YA, Kabupaten Kulon Progo?

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran ketidaksesuaian
antara penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) kawasan Bandara YA, Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui pola persebaran ketidaksesuaian antara penetapan Lahan

Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

kawasan Bandara YIA, Kabupaten Kulon Progo

b. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran

ketidaksesuaian antara penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Bandara YIA,

Kabupaten Kulon Progo

2. Manfaat Penelitian Penelitian
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan
ilmu perencanaan wilayah, tata ruang, dan perlindungan lahan pertanian
terkait ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR), serta menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya mengenai isu LSD
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b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan sinkronisasi kebijakan
tata ruang dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu dapat
membantu dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan dan menjaga
keberlanjutan lahan pertanian agar tetap mendukung ketahanan pangan
daerah. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, hasil penelitian ini juga dapat
memberikan informasi mengenai status dan peruntukan lahan yang lebih
jelas sehingga meminimalkan potensi konflik penggunaan lahan di masa
mendatang.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan
yang mencerminkan temuan utama dalam penelitian ini. Berikut adalah kesimpulan
dalam penelitian ini:

1. Hasil overlay peta menunjukkan bahwa luas total Lahan Sawah Dilindungi
(LSD) di wilayah penelitian adalah 1.915,82 ha. Dari jumlah itu, 1.460,56

ha (76,24%) sudah sesuai dengan RDTR, sedangkan 455,26 ha (23,76%)
tidak sesuai dengan RDTR. Jika dilihat per kecamatan, ketidaksesuaian
paling tinggi terjadi di Kecamatan Temon (32,06%). Sementara itu,
kecamatan lain memiliki persentase yang lebih rendah, misalnya Wates
(12,19%), Pengasih (13,09%), dan Kokap (21,55%).Pada level desa,
ketidaksesuaian tertinggi antara lain terjadi di Kebonrejo (78,41%),
Sindutan (63,57%), Temon Kulon (60,80%), dan Palihan (54,20%). Ini
menguatkan temuan bahwa isu ketidaksesuaian bersifat spasial-
terkonsentrasi pada lokasi tertentu, bukan merata. Berdasarkan zonasi
RDTR, sebagian besar LSD yang tidak sesuai justru masuk ke zona non-
pertanian (bukan untuk lahan pertanian). Yang paling banyak adalah zona
Perumahan Kepadatan Tinggi (31,78%), lalu Badan Jalan (11,21%),
Campuran Intensitas Tinggi (10,82%), Perdagangan dan Jasa Skala Kota
(10,75%), serta beberapa zona terbangun lainnya. Ini menunjukkan bahwa
ketidaksesuaian LSD-RDTR paling sering terjadi saat LSD bertumpang
tindih dengan zona perkotaan dan jaringan infrastruktur. Pola persebaran
ketidaksesuaian LSD-RDTR menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh
skala analisis. Pada skala kawasan RDTR YA, hasil uji Average Nearest
Neighbor (ANN) memperlihatkan pola yang cenderung acak (random)
dengan NNR = 1,145627, sehingga titik ketidaksesuaian tidak membentuk
konsentrasi tertentu. Namun, pada skala kecamatan terlihat perbedaan pola
antarwilayah, yaitu Temon cenderung acak (NNR 0,938505), Kokap dan
Pengasih cenderung menyebar/dispersed (NNR 1,577936 dan 1,762296),
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sedangkan Wates cenderung mengelompok/clustered (NNR 0,804386) yang
mengindikasikan adanya konsentrasi ketidaksesuaian pada area tertentu
yang lebih strategis atau berciri urban. Pada skala desa/kalurahan,
ketidaksesuaian didominasi pola menyebar, dengan 21 desa dispersed dan 4
desa random tanpa adanya desa yang menunjukkan pola mengelompok.
Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian dapat muncul secara acak
maupun menyebar, dan interpretasinya sangat bergantung pada skala
analisis yang digunakan.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa faktor penyebab
ketidaksesuaian LSD-RDTR terutama dipengaruhi oleh struktur zonasi
sawah dalam RDTR, dengan model yang signifikan secara simultan (R
Square = 0,525; Adjusted R Square = 0,457; uji F = 7,737; Sig. = 0,001),
sehingga sekitar 52,5% variasi proporsi ketidaksesuaian dapat dijelaskan
oleh variabel-variabel yang diuji. Secara parsial, proporsi sawah dalam
RDTR terbukti berpengaruh negatif dan signifikan (B = -0,868; Sig. =
0,000149), yang berarti semakin besar porsi zonasi sawah dalam struktur
RDTR di tingkat desa, maka ketidaksesuaian LSD cenderung semakin kecil.
Sementara itu, variabel jumlah penduduk tidak terbukti signifikan pada taraf
5% (Sig. = 0,101), sehingga tekanan demografis tidak menjadi penentu
langsung ketidaksesuaian pada skala desa. Adapun nilai tanah menunjukkan
kecenderungan pengaruh positif dengan signifikansi marginal (Sig. =
0,066), yang mengindikasikan adanya potensi tekanan ekonomi pasar lahan
terhadap ketidaksesuaian meskipun belum kuat pada taraf 5%. Dengan
demikian, hipotesis penelitian terdukung sebagian, di mana struktur zonasi
sawah menjadi faktor paling dominan, nilai tanah cenderung berpengaruh,
dan penduduk tidak terbukti signifikan dalam model ini.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait serta
dasar untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo bersama Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo perlu memperkuat sinkronisasi antara kebijakan
perlindungan sawah (LSD) dan dokumen RDTR, terutama pada zona
terbangun yang paling sering menjadi lokasi ketidaksesuaian seperti
perumahan, jaringan jalan, serta kawasan perdagangan dan jasa. Selain itu,
intervensi kebijakan dan pengendalian sebaiknya diprioritaskan pada
kecamatan atau area Yyang menunjukkan pola ketidaksesuaian
mengelompok, karena wilayah seperti ini lebih berpotensi menjadi hotspot
konflik pemanfaatan ruang, misalnya Kecamatan Wates pada skala
kecamatan. Sementara itu, pada desa desa yang pola ketidaksesuaianya
menyebar, langkah pengendalian akan lebih efektif jika dilakukan melalui
monitoring rutin berbasis titik/spot, seperti inspeksi berkala, pemutakhiran
data lahan, dan pengawasan izin, karena ketidaksesuaian muncul terpencar
dan tidak terpusat di satu lokasi.

2. Dari hasil regresi menunjukkan proporsi zonasi sawah dalam RDTR sebagai
faktor paling dominan yang menekan ketidaksesuaian, maka upaya
perlindungan sawah sebaiknya diperkuat dengan menjaga atau
meningkatkan porsi zonasi tanaman pangan/sawah dalam struktur RDTR,
terutama pada desa desa yang rentan dan memiliki tingkat ketidaksesuaian
tinggi. Selain itu, karena nilai tanah cenderung mendorong meningkatnya
ketidaksesuaian (meskipun masih pada taraf signifikansi marginal), strategi
pengendalian juga perlu memasukkan pendekatan ekonomi, misalnya
dengan pengetatan pemanfaatan ruang pada area bernilai tanah tinggi yang
beririsan dengan LSD, serta didukung mekanisme insentif dan disinsentif
yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mengurangi

tekanan konversi lahan.
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3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini
dengan pendekatan multitemporal agar dinamika ketidaksesuaian antara
Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
dapat dianalisis secara berkelanjutan. Penelitian berikutnya juga perlu
menambahkan variabel lain, seperti aksesibilitas, intensitas perizinan, jarak
terhadap pusat pertumbuhan, dan perubahan penggunaan lahan aktual,
sehingga faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian dapat dijelaskan
secara lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan unit analisis yang lebih
rinci hingga tingkat bidang tanah disarankan agar pola ketidaksesuaian

dapat diidentifikasi secara lebih detail dan akurat.
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